
i 
 

PERAN ODITUR MILITER DALAM PENYELESAIAN 

PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH 

ANGGOTA TNI 

(Studi Kasus di Lembaga Oditurat Militer II-11 Yogyakarta Nomor 

Perkara:120-K/ PM II-11/ AD XI/ 2011 04-01-2011) 

 

 
 

SKRIPSI 

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT 

MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU 

DALAM ILMU HUKUM 

 

PEMBIMBING: 

1. BUDI RUHIATUDIN, S. H. M. Hum 

2. LINDRA DARNELA, S.Ag. M. Hum 

 

OLEH: 

SUBUR PRAMONO 

NIM: 09340058 

 

ILMU HUKUM 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2013 



ii 
 

ABSTRAK 

 

Peradilan militer diberi wewenang berdasarkan Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan 

mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun 

dalam lembaga Tentara Nasional Indonesia (TNI). Secara khusus dibentuk untuk 

melaksanakan tugas negara di bidang penyelenggara pertahanan negara yang 

mengacu kepada  hukum militer. Dalam peradilan militer, dibidang Penuntutan 

dilaksanakan oleh Oditur Militer.  Sehingga tindak pidana penganiayaan oleh anggota 

TNI mulai dari  Penyidikan, Penuntutan, dan Pelaksaanaan putusan hakim menjadi 

kewenangan Oditur Militer melalui Lembaga Oditurat Militer II-11 Yogyakarta. 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis empiris yaitu peneliti 

tidak saja mempelajari pasal perundang-undangan, tetapi juga menggunakan bahan 

yang sifatnya normatif dalam mengolah dan menganalisis data dari lapangan yang 

disajikan sebagai pembahasan. Studi lapangan meliputi wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian 

dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Analisis  deskriptif yaitu menganalisa 

data untuk menggambarkan suatu masalah berikut pemecahannya dengan 

menggunakan uraian kalimat yang diperoleh dari data kualitatif yang telah 

disimpulkan.  

 

Hasil penelitian menunjukan peran Oditur Militer terhadap  penyelesaian 

sebuah perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI 

terhadap warga sipil yang diteliti secara spesifik terhadap Putusan Perkara Nomor: 

120-K/PM II-11/AD/XI/2011. Hasil dari putusan hakim ini menunjukan bahwa peran 

Oditur Militer sebagai penuntut umum  bekerja kurang efektif. Karena hasil putusan 

hakim belum maksimal terhadap surat tuntutan yang dibuat oleh Oditur. Hal ini 

dikhawatirkan dapat lari dari tujuan pemidanaan, yaitu supaya pelaku mendapat efek 

jera dan tidak mengulangi perbuatananya. Perlu  ada jaminan terhadap seluruh warga 

Negara Indonesia terhadap kedudukannya dimata hukum baik itu menyangkut 

masalah perkaranya (Materiel) maupun Penanganan Perkaranya (Formil).  Militer 

hidup ditengah masyarakat, hubungan hukum setiap warga Negara seharusnya sama 

(Equality Before the Law).  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tentara Nasional Indonesia atau disebut juga Prajurit TNI adalah warga negara 

yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Perundang-undangan dan 

diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas 

keprajuritan, yang dalam pengertian umum Tentara Nasioanal Indonesia terdiri atas 

Angkatan Darat, Angkatan laut, dan Angkatan Udara.
1
 Peradilan militer diberi 

wewenang oleh undang-undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan 

mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun 

secara organis dalam TNI, yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas 

negara dibidang penyelenggara pertahanan negara yang ditundukkan dan 

diberlakukan hukum militer. Sejak Bulan Agustus 2004 semua badan-badan peradilan 

telah berada dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Penegasan 

kebijakan satu atap (One Roof System) sejak Amandemen Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1970 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian 

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang kekuasaan 

kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Kekuasaan dan 

Kehakiman masih tetap mengatur tentang administrasi, dan finansial. Dalam hal 

                                                             
1 Pasal 21 Buku Saku Prajurit, Edisi Maret 2006, Mabes TNI Badan Pembina Hukum. 
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beracara di Peradilan Militer diatur dengan ketentuan khusus, yaitu Hukum Acara 

Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 

tentang Peradilan Militer (selanjutnya desingkat UU Peradilan Militer). 

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum 

yang berlaku bagi militer yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Militer (selanjutnya disebut KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin 

Militer (KUHDM), Peraturan Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. 

Peraturan hukum militer inilah  yang diterapkan kepada semua Prajurut TNI, baik 

Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan 

kesatuan masyarakat umum, dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya 

yang berlaku juga bagi masyarakat umum. Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer setiap orang yang menjadi korban atau yang 

mengalami atau menyaksikan atau melihat dari atau mendengar secara langsung 

tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan, berhak mengajukan laporan atau 

pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tertulis. Penyidik yang dimaksud 

disini adalah:
2
 

1. Atasan yang berhak menghukum 

2. Polisi Militer 

3. Oditurat  

Penyidik Pembantu adalah: 

1. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 

                                                             
2 Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.  
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2. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut 

3. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 

4. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Salah satu contoh kasus tindak pidana militer berikut ini: Bahwa  Seorang 

anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari kesatuan Batalyon Infantri 405/Ck 

Wijaya Kusuma Purbalingga  bernama Hendrix Hermawan Praka. NRP. 

31020164370682 yang menjabat sebagai Tabak So Ru I Ton I Kipan A. Bahwa yang 

bersangkutan pada hari Jum’at tanggal 1 April Tahun 2011 pukul 02:00 WIB telah 

melakukan sebuah Penganiayaan mengakibatkan Luka-luka  terhadap Warga Sipil 

yang bernama Darwis (38) dan  Andi Ermawan Wibowo (41) yang keduanya bekerja 

sebagai Karyawan Hotel Pondok Biru Purwokerto.
3
 Terdakwa Hendrix Hermawan 

Praka. NRP. 31020164370682 diketahui dalam fakta persidangan pada saat 

melakukan kejadian tersebut dalam keadaan diluar kendali (Mabuk). Seharusnya 

anggota TNI harus bisa menjaga sikap ditengah masyarakat, dengan adanya kejadian 

ini bisa mencoreng nama baik TNI dimata masyarakat. Untuk memberikan rasa adil, 

setiap warga Negara baik itu dari militer maupun sipil harus mendapatkan hukuman 

yang sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini tidak bisa terwujud tanpa adanya 

aturan yang mengatur dan yang menjalankan hukum di lingkungan militer. dalam hal 

ini sistem hukum  peradilan militer di Indonesia mengacu pada Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1997 tentang  Peradilan Militer. Dalam bidang penuntutan dan 

                                                             
3 Laporan Polisi Militer (Denpom IV/ Diponegoro) Nomor: LP-13/A-11/IV-2011.IV/ Diponegoro 

Tertanggal 1 April 2011.   
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Pelaksanaan putusan hakim tidak dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan pada 

umumnya, tetapi dilakukan oleh  Lembaga Oditurat Militer.  

Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia, dan Oditurat Militer Pertempuran yang selanjutnya 

disebut Oditurat adalah badan dilingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 

yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara dibidang penuntutan dan penyidikan 

berdasarkan pelimpahan dari Panglima Bersenjata Republik Indonesia, sedangkan 

Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur adalah 

pejabat  yang diberi wewenang untuk bertindak sabagai penuntut umum, sebagai 

pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau 

pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai 

penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
4
 Oditur yang ditunjuk dalam 

mengadili anggota TNI setelah menerima berkas perkara dari penyidik (Polisi 

Militer) terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan isi berkas 

perkara tersebut setelah berkas perkara dinyatakan lengkap maka Oditur Militer akan 

mengolah berkas perkara dengan membuat BAPAT (Berita Acara Pendapat) yang 

berisi keterangan para saksi, keterangan tersangka dalam barang bukti serta 

kesimpulan dari Oditur tentang tindak pidana yang terjadi dan pasal yang 

disangkakan, kemudian Kepala Oditurat Militer membuat SPH (Saran Pendapat 

Hukum) yang ditujukan kepada PAPERA (Perwira Penyerahan Perkara) yang isinya 

                                                             
4 Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer. 
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menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Selanjutnya BAPAT 

dan SPH dikirim ke PAPERA dengan dilampiri SKEPPERA (Surat Keputusan 

Penyerahan Perkara) untuk dimintakan tanda tangan ke PAPERA. Setelah menerima 

SKEPPERA Oditur Militer membuat surat dakwaan, kemudian melimpahkan perkara 

ke Pengadilan Militer dan berdasarkan rencana sidang dari Pengadilan Militer, Oditur 

membuat surat panggilan kepada terdakwa dan para saksi yang berisi tentang hari, 

tanggal, waktu, perkara disidangkan, dan setelah perkara diputus, terdakwa 

dinyatakan bersalah, serta perkaranya sudah berkekuatan hukum, Oditur segera 

melaksanakan eksekusi putusan hakim kepada terdakwa. 

Dari uraian di atas, lembaga Oditurat Militer memiliki peranan yang besar 

dalam pengungkapan suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota TNI sampai 

dengan pelaksanaan eksekusi hukuman. Banyak masyarakat sipil yang belum paham 

terhadap Hukum Militer, sehingga rasa keadilan tidak dirasakan oleh masyarakat sipil 

dan mengarah kepada sikap Impunitas Lembaga TNI. 
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B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah di atas maka Penyusun membuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Oditur Militer terhadap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan 

oleh anggota Tentara Nasional Indonesia di Wilayah Hukum Oditurat Militer II-11 

Yogyakarta ? 

2.  Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat yang ditemui oleh Oditur Militer 

dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum 

Oditur Militer II-11 Yogyakarta ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Objektif 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses hukum dalam tindak pidana 

penganiayaan dikalangan Peradilan Militer. 

2. Untuk mengetahui hambatan apa yang ditemui oleh Oditur Militer II-11 

Yogyakarta dalam penanganan kasus tindak penganiayaan dikalangan 

Peradilan Militer.  

b. Tujuan Subjektif 

1. Untuk memperoleh data akurat yang akan penulis gunakan dalam 

menyusus skripsi ini, sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan 
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dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana dengan 

harapan akan bermanfaat di masa mendatang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Praktis 

Memberikan sumbangan pemikiran tentang Hukum Pidana Militer dan 

pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta pada Ilmu Hukum 

khususnya. 

b.Secara Teoretik 

Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

D.  Telaah Pustaka 

Penulis mencoba untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti 

plagiasi hasil karya orang lain, yaitu dengan cara perlu mempertegas perbedaan 

antara masing-masing judul dan masalah yang dibahas, sejauh pengamatan penulis, 

sampainya disusunnya penelitian ini belum ada penulis yang memfokuskan 

penelitian pada peran Oditur Militer terhadap Tindak Pidana Penganiayaan oleh 

anggota TNI, yang artinya secara keseluruhan subyek dan obyek yang diteliti 

berbeda. Beberapa judul karya ilmiah tersebut adalah: 
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Skripsi yang berjudul: Pemeriksaan terhadap Anggota Militer yang Melakukan 

Tindak Pidana Umum oleh Aditya Rahdi Rahim. Penelitian ini memfokuskan proses 

pemeriksaan terhadap bukti permulaan adanya Tindak Pidana Umum yang dikaji 

secara kepustakaan (Library Research) dan lapangan (Field Research). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa, tindak pidana umum yang dilakukan oleh 

anggota TNI disidik oleh Polisi Militer. Penelitian ini juga memaparkan kekhususan 

hukum acara pidana militer dibanding dengan hukum acara umum, sedangkan yang 

diteliti oleh peneliti mengarah kepada subyek dan obyek lain.
5
  

Skripsi oleh Ninuk Herlina yang berjudul: Implementasi Asas Hukum (Militer) 

Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Terhadap 

Sistem Pemidanaan Pada Peradilan Militer. Penelitian tersebut menitikberatkan 

kepada sistem pemidanaan pada Peradilan Militer yang dikaji secara kepustakaan 

berdasar pada Hukum Acara Militer, dengan menggali isi Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1997. Penelitian ini berorientasi pada penelitian kepustakaan.
6
 

Skripsi oleh Eddy Widjanarko yang berjudul: Penyidikan Tindak Pidana di 

Kalangan Militer (Studi Terhadap Peran POM-AD Dalam Penyelidikan Tindak 

Pidana Dikalangan TNI Angkatan Darat, Studi Kasus Di DEN-POM Angkatan 

darat Kota Surakarta). Penelitian ini menguraikan tentang adanya peran Polisi 

Militer Angkatan Darat dalam menyelidiki adanya bukti permulaan suatu tindak 

                                                             
5 Aditya Rahdi Rahim , Pemeriksaan Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana 

Umum, Skripsi Jakarta: Fakultas Hukuk Universitas Pembangunan Nasional 2009. 
6 Ninuk Herlina, Implementasi Asas Hukum (Militer) Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1997 Tentang Peradilan Militer Terhadap Sistem Pemidanaan Pada Peradilan Militer, Skripsi Fakultas 

Hukum Universitas Narotama Surabaya 2010. 
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pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Penelitian ini menguraikan bagaimana 

pelaksanaan tugas POM-AD dalam penyidikan tindak pidana di lingkungan militer, 

khususnya TNI Angkatan darat dan hambatan apa saja yang ditemui oleh DEN 

POM-AD dalam penyidikan tindak pidana di lingkungan militer, khususnya TNI-

AD.
7
 

Skrisi oleh Icke Dina Putri K. Sitepu, dengan judul: Proses Penyelesaian 

Perkara Pidana di Lingkungan TNI (Studi pada Pengadilan Militer Medan). 

Penelitian ini menguraikan tentang Peradilan Militer secara tiga bagian, yaitu 

pertama menguraikan tentang peralihan pengadilan militer secara organisasi, 

administrasi, dan finasial ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta kendala-

kendala yang dihadapi akan perubahan tersebut. Kedua, menguraikan tentang proses 

penyelesaian tindak pidana militer, yang khususnya peradilan militer I-02 Medan. 

Menguraikan beberapa hal mulai dari penyidikan, penahanan, persidangan dan 

putusan. Ketiga, bagian ini akan menguraikan sebuah kasus yang telah diputuskan 

di Pengadilan Tinggi I-02 Medan beserta analisinya.
8
 

Skripsi oleh Anggita Kartika Ayuningtyas dengan judul: Pertanggungjawaban 

Pidana Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: PUT/ 29-K/ PM.III-12/ AD/ II/ 

2009 2010). Penelitian ini menguraikan tentang bagaimana bentuk 

                                                             
7 Eddy Wijadnarko, Penyidikan Tindak Pidana di Kalangan Militer (Studi Terhadap Peran 

POM-AD Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Dikalangan TNI Angkatan Darat, Studi Kasus Di DEN-

POM Angkatan darat Kota Surakarta), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta 

2009. 
8 Icke Dina Putri K. Sitepu, Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI (Studi pada 

Pengadilan Militer Medan) Skripsi fakultas Hukum Universitas Negeri Sumatra Utara 2007. 
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pertanggungjawaban pelaku tindak pidana desersi dalam perkara Nomor: PUT/ 29-

K/ PM.III-12/ AD/ II/ 2009 dan bagaimana pula upaya pelaku tindak pidana desersi 

dalam perkara Nomor: PUT/ 29-K/ PM.III-12/ AD/ II/ 2009 agar bisa kembali ke 

kesatuan dan tidak diberhentikan dari dinas kemiliteran.
9
 

 

E. Kerangka Teoretik 

Istilah “ Peristiwa Pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan 

dari istilah bahasa belanda “Strafbaar Feit” yaitu suatu tindakan pada tempat, 

waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan 

pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang 

dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).
10

 Pengertian tentang 

kejahatan diantaranya berasal dari kata jahat, artinya sangat tidak baik, sangat 

buruk, sangat jelek yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Secara 

khusus, tindak pidana yang dilakukan oleh subyek militer terdiri dari dua jenis. 

Pertama, Tindak Pidana Militer Murni (Zuiver Militaire Delict) yang diartikan 

sebagai suatu tindak pidana yang hannya dilakukan oleh seorang militer, kerena 

sifatnya khusus untuk militer, contohnya Tindak Pidana Desersi (Pasal 87 

KUHPM), dan tindak pidana Insubordinasi Pasal 105-109 KUHPM.
11

 Kedua, 

                                                             
9 Anggita Kartika Ayuningtyas, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan 

Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: PUT/ 29-K/ 

PM.III-12/ AD/ II/ 2009 2010) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembagunan Nasional “Veteran” 

Surabaya 2010.  
10  Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, (Jakarta; Bina Aksara, 1978), hlm.56. 
11 Bab III, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1997 Tentang Kitab Undang-undang Hukum 

Militer (KUHPM), Tentang kejahatan-Kejahatan militer. 
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Tindak Pidana campuran (Germengde Militaire Delict) yaitu suatu perbuatan yang 

dilarang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, 

sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu 

dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu diatur lagi dalam KUHPM disertai 

ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas militer, 

contohnya: pencurian perlengkapan militer (Pasal 140-143 KUHPM), dan 

penadahan militer (Pasal 145-146 KUHPM). Tindak pidana terhadap tubuh 

sebagaimana dimuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 diartikan 

sebagai kata penganiayaan, tetapi tidak disebutkan arti penganiayaan itu sendiri. 

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian 

dalam arti luas, yaitu menyangkut perasaan dan batiniah. Penganiayaan yang 

dimaksud dalam ilmu hukum adalah berkenaan dengan tubuh manusia.
12

 

Selanjutnya mengenai Hukum Acara Pidana dalam penelitian ini mengacu 

kepada dua acuan. Pertama, Hukum Acara Pidana berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang dikenal dengan Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedua, Hukum Acara Pidana menurut 

KUHAP Militer (HAPMIL) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1997, tidak dibedakan pengertian “Penyidik” dan “Penyelidikan” sebagai diatur 

dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3, 4, 5 dan Pasal 102-106 KUHAP. Ini karena HAPMIL 

                                                             
12 Laden Marpung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan 

Prevensinya), (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), hlm. 5. 
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merupakan Hukum Pidana Khusus, jadi tidak perlu mengatur hal-hal yang sudah 

diatur oleh hukum acara pidana umum.
13

 

Selanjutnya mengenai penegak hukum pidana, Bambang Poernomo 

berpendapat, bahwa betapun tentramnya masyarakat, dapat dipastikan akan 

ditemukan gangguan ketentraman sosial dengan reaksi yang perlu ancaman 

paksaan. Manakala ancaman terus menerus diadakan secara formal yang lazimnya 

menjadi bentuk sanksi yang bersifat positif maupun bersifat negatif. 
14

 Bekerjanya 

fungsi hukum sebagai pengendali sosial (Social Control) dapat ditingkatkan dari 

hasil-hasil konkrit berupa pemenuhan kebutuhan hidup sebanyak-banyaknya pada 

pola kebijakan tertentu, dan semakin diperluas pada aspek-aspek operasional 

sebagai pengarah terhadap berbagai pertumbuhan kehidupan sosial (The 

Operational Sosiology of Law) yang selaras satu sama lain. Di dalam masyarakat 

yang maju dan kebutuhan hidupnya yang semakin komplek, maka fungsi hukum 

dari aspek operasionalnya menjadi sarana (Instruments) untuk mengarahkan 

pengaturan masyarakat (Social Engeneering) atau tata hidup bermasyarakat (Social 

Technology). Demikian halnya hukum harus dijadikan panglima disuatu negara, 

guna mencapai ketertiban sosial dan keadilan sosial.
15

  

 

 

                                                             
13  Ibid, hlm. 25. 
14 Bambang Poernomo, Pola Dasar Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan 

Hukum Pidana, (Yogyakarta; Liberty, 1993), hlm. 88. 
15 Ibid, hlm. 91. 
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F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan mencari data dari suatu 

masalah, maka diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah, yaitu metode yang 

sesuai dengan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Langkah-langkah yang diambil 

dalam metode penelitian ini antara lain: 

1. Sumber Data 

Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh 

langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka ini menjadi dua macam, yaitu 

data primer atau data dasar dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh 

langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, serta peraturan-

peraturan yang terkait, sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.
16

 Adapun yang 

menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer 

Penulis dalam rangka mengadakan penelitian ini mengambil lokasi di 

Lembaga Oditurat Militer II-11 Yogyakarta. Sejumlah data atau fakta didapat 

langsung dari Lembaga Oditurat Militer II-11 Yogyakarta. 

b. Data Sekunder 

Berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan 

literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian ini. 

c. Data Tersier 

                                                             
16 Soerjono Soekanto, Pengukuran Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 11-12. 
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Berupa data yang diperoleh dari sumber internet, majalah, tabloid, dan 

sumber-sumber yang didapat secara tidak langsung dalam penelitian ini. 

2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan dan peran 

Oditur Militer dalam proses hukum Tindak Pidana Penganiayaan dalam hukum 

Militer. 

3. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis terapkan termasuk dalam jenis penelitian 

lapangan (field research), dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin 

memberikan gambaran selengkap-lengkapnya mengenai peran Oditurat Militer 

terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan  oleh anggota TNI di Oditurat 

Militer II-11 Yogyakarta dan secara spesifik penulis melakukan penelitian dalam 

Nomor perkara 120-K/ PM II-11/ XI/ 2011. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak 

diperoleh melalui pengamatan. Wawancara yang digunakan penulis berbentuk 

wawancara terbuka, yaitu responden diajukan pertanyaan-pertayaan 

sedemikian rupa sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan 

keterangan. 

b. Studi Kepustakaan 
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Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan 

mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan 

pustaka. 

5. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, yang merupakan 

penelitian dengan berusaha mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa 

data yang terkumpul. 

6. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis empiris. Yuridis empiris ialah mengkaji konsep normatif atau peraturan 

perundang-undangan, sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang 

ada mengenai peran Oditurat Militer terhadap penyelesaian tindak pidana 

penganiayaan oleh anggota militer. 

7. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, 

mempelajari, membandingkan dan membuat interpretasi yang diperlukan. 

Analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada metode penelitian kualitatif 

berdasarkan kerangka teori yang dipakai. Penelitian kualitatif adalah suatu tata 

cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu dinyatakan oleh 

responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti 

dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang bertujuan untuk membatasi data 

sehingga data tersusun baik, teratur, dan sistematis. 
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G. Sistematika Penelitian 

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini agar 

sistematis, disusun sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama, yaitu pendahuluan, yang di dalamnya meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, 

metode penelitian, sistematika penulisan. 

Bab kedua, berupa tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan 

dikalangan TNI yang meliputi pengertian tindak pidana itu sendiri dan tindak pidana 

penganiayaan dalam hukum militer. 

Bab ketiga, berupa pembahasan tentang gambaran umum Lembaga Oditurat 

Militer II-11 Yogyakarta, meliputi: letak geografis, aturan yang mengatur lembaga 

tersebut, sejarah, visi, misi, wilayah hukum, struktur organisasi, tugas dan 

wewenang Lembaga Oditurat Militer II-11 Yogyakarta dalam peradilan militer. 

Bab keempat, berisi analisis antara data dalam kasus dengan menggunakan 

kerangka teori yang menguraikan hasil penelitian yang sekaligus menjawab 

permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu meliputi peran Oditurat dalam 

menagani kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota militer dan hambatan 

menagani kasus dihadapi berdasarkan pada studi perkara yang diteliti berupa studi 

perkara No. 120-K/ PM II-11/ XI/ 2011 04-01-2011. Selanjutnya dikemukakan hasil 

dari penelitian yang dilakukan secara obyektif disertai analisisnya. 

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang 

merupakan jawaban dari masalah yang diajukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan 

analisis yang dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Oditur Militer sebagai Jaksa Militer di bidang militer tidak hanya berperan 

sebagai penuntut umum  di persidangan tetapi juga sebagai penyidik 

(berdasar pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997) dan juga sebagai 

pelaksana Akta Putusan Hakim yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). 

Lembaga Oditurat Militer Sebagai lembaga yang membawahi jabatan 

fungsional Oditur Militer melakukan koordinasi dengan penegak hukum 

dilingkungan TNI meliputi; Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM), 

Perwira Penyerah Perkara (PAPERA), Polisi Militer (POM TNI), dan 

Pengadilan Militer (DILMIL) dalam penanganan perkara tindak pidana 

dari proses Penyidikan hingga tahap Peradilan. Oditur sebagai penuntut 

umum bekewajiban utama membuat surat dakwaan. Surat dakwaan adalah 

acuan dalam persidangan terhadap perkara tindak pidana.  

2. Oditur Militer telah melakukan Penanganan sesuai tugas pokok dan fungsi 

(TUPOKSI) dan Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 120-K/PM II-
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11/AD/XI/2011 Hakim Militer pada Pengadilan Militer II-11 Menyatakan 

Terdakwa bersalah Bahwa Terdakwa  telah melakukan Tindak Pidana 

Penganiayaan dengan dijerat Pasal 351 Kitab Undang-undang  Hukum 

Pidana. Terdakwa di Hukum Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan 20 (Dua 

Puluh) hari dan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan membayar 

biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah). Yang menjadi 

bahan pertimbangan pula Terdakwa mengaku bersalah dan membantu 

biaya perobatan korban. Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan 

yang dilakukan oleh Oditur Militer Lembaga Oditurat Militer II-11 

Yogyakarta menunjukan telah sesuai Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1997 Tentang Peradilan Militer. Namun, Hasil dari putusan hakim ini 

menunjukan bahwa peran Oditur Militer sebagai penuntut bekerja kurang 

efektif. Hasil putusan hakim belum maksimal terhadap surat tuntutan yang 

dibuat oleh oditur. Disisi lain militer hidup ditengah masyarakat, 

hubungan hukum setiap warga Negara seharusnya sama (Equality Before 

the Law). Hal ini dikhawatirkan dapat lari dari tujuan pemidanaan, yaitu 

supaya pelaku mendapat efek jera dan tidak mengulangi perbuatananya. 

Perlu  ada jaminan terhadap seluruh warga Negara Indonesia terhadap 

kedudukannya dimata hukum baik itu menyangkut masalah perkaranya 

(Materiel) maupun Penanganan Perkaranya (Formil). 

3. Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat lembaga 

Oditurat Militer II-11 Yogyakarta  dalam penanganan perkara tindak 
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pidana masih bersifat teknis. Faktor pendukung adalah telah disiapkannya 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan jiwa disiplin tinggi 

serta fungsi pengawasan yang baik. Disisi lain faktor penghambat meliputi 

hal yang bersifat teknis. ini disebabkan adanya pemanfaatan teknologi 

yang kurang  maksimal.  

 

B. Saran 

Berpijak pada kesimpulan diatas, penyusun mempuyai Saran-saran 

konstruktif guna merespon temuan data dan analisis penyusun terhadap pokok 

masalah yang ada, di antaranya: 

1. Perlu diadakannya  hubungan antar lembaga hukum yang menangani 

perkara tindak pidana militer secara komprehesif dan menyeluruh 

sehingga dapat terwujudnya visi dan misi Lembaga Oditurat Militer II-11 

Yogyakarta. 

2. Pembinaan personel Tentara Nasional (TNI) Indonesia tidak hanya 

pembekalan kemiliteran namun juga perlu adanya pembinaan mental yang 

baik dari institusi TNI yang terarah dan terukur. Sehingga hubungan TNI 

dan Warga Sipil dalam masa damai dapat sejalan harmonis guna 

menggapai tujuan Pancasila. 

3. Dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat, perlu adanya 

pemanfaatan teknologi secara maksimal dalam bidang teknis peradilan 

militer khususnya oleh lembaga Oditurat Militer II-11 Yogyakarta.  
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4. Perlu diadakannya pembaharuan sistem hukum peradilan militer 

berdasarkan azas keadilan yaitu lebih khusus kepada persamaan dimuka 

hukum. Sehingga menjamin seluruh warga Negara Indonesia terhadap 

kedudukannya dimata hukum baik itu menyangkut masalah perkaranya 

(Materiel) maupun Penanganan Perkaranya (Formil). 
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Daftar Pertanyaan 

 

Pertanyaan untuk Oditur Militer II-11 Yogyakarta 

1. Bagaimana Peran Oditur Militer dalam Proses Peradilan  Militer 

2. Bagaimana Peran Oditur Militer  dalam Perkara Tindak  Pidana Penganiayaan 

dikalangan TNI yang berhubungan pula dengan  Masyarakat  Sipil  (Sipil 

Sebagai Korban) ? 

3. Hambatan apa yang dihadapi oleh Oditur Militer dalam pengungkapan  Perkara 

Pidana Penganiyaan dalam Perkara  Nomor  120-K/PM.II-

11/ADXI/2011.04.01.2011 ? 

4. Puaskah Oditur Militer terhadap Putusan Hakim tersebut di Pengadilan Militer 

dalam perkara Nomor 120-K/PM.II-11/ADXI/2011.04.01.2011  ? 

5. Bagaimana Koordinasi yang dilakukan Oditur Militer  terhadap Ankum, Polisi 

Militer, Pepera, dan Pengadilan Militer ? 

6. Bagaimana Perlakuan Hukum oleh Oditur Militer Terhadap Pelaku, Saksi, dan 

Korban ? 

7. Apa pertimbangan Hukum Oditur Mliter dalam menentukan isi Surat 

Penuntutan (Requsatoir) di Sidang Pengadilan Militer ? 

8. Adakah larangan terhadap Oditur Militer dalam menangani sebuah Perkara 

Militer ? 
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9. Dalam Militer dikenal adanya hubungan kepangkatan, adapula Jiwa Korsa yang 

melekat pada setiap Personel Militer, apakah pernyataan tersebut berpengaruh 

terhadap Proses hukum ? 

10. Dalam menentukan pendapat dalam suatu Perkara, apakah sesama Oditur 

Militer pernah Mengalami perbedaan Pendapat ? 

11. Bagaimana Penyelesaian perbedaaan Pendapat Tersebut ? 

12. Apabila Putusan Hakim tidak seperti yang diharapkan Oditur,  apakah Oditur 

Militer melakukan upaya Hukum melalui Banding dan melalui pertimabangan 

apa Upaya Banding dilakukan  ?  

13. Apakah sudah maksimal peran Oditur Militer dalam Penegakan Hukum 

dikalangan Militer dan Masyarakat Umum ? 
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Peta Diskolasi Satuan Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta 
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